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ABSTRAK

Qleh : Reckxy Mapé

-‘\\ A b
20 @ [ 2 bukuhy migrs » .; Sealam, yang sangat
serius Aris: mmwm“ g@* se?ing k%h
3 r u!jf daki, E & an, hingga
ali ’i§ ) 3 # a elektronik
wa : D di berbagai
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manusia yang AL idian mepydun end€katan normative.
Metode pena an.‘dala o ada menarik suatu
kesimpulan seCglié mer art fal-hal yang bersifat
umum kepada h

Secara u O telah menjalankan
tugasnya sebagai 1 : payanya mendorong

ke dalam kebijakan IndORESia 3 endorong pemberdayaan dan
1 kerja sama dengan berbagai
pemangku kebijakan seperti instan erintah, serikat buruh, organisasi buruh
migran, dan organisasi masyarakat di Indonesia. Kebijakan Pemerintah (Provinsi
Riau) dalam menangani permasalahan terkait buruh migran Indonesia terutama
yang ada di Provinsi Riau dilaksanakan seleksi dan pengrekrutan oleh Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Dalam upaya
memperkuat perlindungan buruh migran Indonesia, ILO telah mendukung mitra
nasional dan lokal salah satunya Komitmen Politik dan Perubahan Kebijakan.

Kata kunci : Peranan, Buruh, Pemerintah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

‘%“‘

an hak yang
dijamin ole ndang-Undang
Dasar 1945 5 pekerjaan dan

menuhi hak-hak

penghasilan dan pekerjaan. Saat ini, Jumlah manusia yang mengalami proses
globalisasi semakin meningkat. Karena adanya peningkatan jumlah pekerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri, hal ini menjadi dampak disebabkan
kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri. Mereka yang

menjadi tenaga kerja diluar negeri adalah solusi warga negara Indonesia yang

ditempuh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keuntungan
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lainnya bagi negara yaitu menjadi penyumbang devisa, karena dengan adanya
para pekerja Indonesia akan meningkatkan devisa kedua setelah Minyak bumi dan

Gas (Migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan

melalui penemp tahun 2018 mencapai

\ ‘ \“H\“ .Qa ahun 2019

penghidupafi¥y/a ak. Pe jan Pek 0 It atharus dilakukan
dalam suatUu%sis Y | 2lib: PUSat, Pemerintah

Daerah, se : | 3 onesia meliputi

bidang penempatan. Data yang didapat dari BNP2TKI telah mencatat 10 (sepuluh)
negara yang menjadi tujuan utama buruh migan Indonesia untuk bermigrasi
adalah United Emirated Arab, Taiwan, Malaysia, Brunai Darussalam, Qatar,
Korsel, United States, Saudi Rabia, Hongkok, Singapura dan Brunai Darussalam.

Jika dilihat dari Hukum Internasional, “perlindungan pekerja migran ini juga

terdapat dalam Konvensi ILO (International Labour Organization)”. “Organisasi
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Perburuhan Internasional (ILO) adalah badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
khusus mengenai ketenagakerjaan secara internasional, serta berkantor pusat di

Jenewa”.

ploitasi, dimulai dari

cesSiN
et

. A :
bekerja di jAsia nga giasan substansial.
Beberapa
perempuan fder eraga en ek 5 chasan, pelecehan

seksual, p . ' al, pe : effangkit penyakit,

International Labour Organitation (ILO) mempunyai tugas untuk
melindungi tenaga kerja/ buruh migran serta berperan untuk mendapatkan Hak
Asasi Manusia bagi para pekerja buruh yang diakui secara internasional dan
untuk mempromosikan kedalian social bagi kaum buruh. Dalam wewenangnya,
ILO akan berusaha mendorong pemberdayaan dan berupaya untuk melindungi

buruh migran dengan cara menjalin kerjasama dengan para pemangku kebijakan
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yaitu organisasi-organisasi pemerintah, organisasi buruh dan masyarakat dan
instansi pemerintah yang berada di Indonesia. Adapun tujuan yang dimiliki

International Labour Organization (ILO.org, 2007) adalah sebagai beikut:

1. f : mewujudkan_ peii ) an hak-hak mendasar

(ILO) adalah

mendukung akan lapangan pekerjaan-) akf@helalui program

yang ada alamnya. ehe Q . “Pertama,
menghapusk lapangan kerja
untuk mengur ' n khususnya bagi
kaum muda. Ket @. Omi serta prinsip dan
hak mendasari di tenp O bersama Indonesia telah

baik itu bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya di bidang buruh
rumah tangga”.

Selain itu, hubungan ILO dengan Indonesia untuk memperdayakan dan
membangun hubungan kemitraan dengan para pemangku kebijakan dalam

mempromosikan serta memberi perlindungan bagi para buruh/ pekerja migran.
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Salah satu program yang telah dilakukan ILO adalah memberantas kerja paksa

dan perdagangan manusia tertutama pada pekerja perempuan.

ILO melakukan perlindungan buruh / tenaga migran untuk memperkuat

meningkatKk

untuk meningka adaran tentang Q #iSPburuh migran,
—

utamanya

melindungi

mengenai besSare h, pepindungan dar 2 I bur, jumlah jam

organisasi buruh yang ada di Indonesia™. “Keempat, Penelitian, Dokumentasi, dan
Publikasi Yang Ditargetkan berupa penelitian, analisis kebijakan, dan penilaian
yang ditargetkan, serta mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait

dengan kondisi kerja bagi buruh migran”. (ilo.org.2017).

Y ILO. (2000) Trafficking of Women and Children in Indonesia: A preliminary description of the
situation. Jakarta.
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Pada penelitian ini, difokuskan untuk mengkaji milestone komitmen politik
dan perubahan kebijakan atas aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan bahwa, jika

dilihat pada bulan April s.d Juni Tahun 2019 untuk jumlah korban buruh / pekerja

lah korban,

g merupakan

Untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia, di Indonesia adanya
payung hukum yang dituangkan dalam ‘“undang-undang Nomor 39 Tahun 2004
Indonesia tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang”
berada di luar negeri (UU TKI/ UU Buruh Migran). Adanya payung hukum untuk
perlindungan buruh ataupun tenaga kerja Indonesia, jika dilihat dari instrument

hukum termasuk persetujuan diplomatik, konvensi internasional maupun hokum
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nasional. Didalam Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia menegaskan
“kewajiban melindungi, namun tidak ada hukum atau regulasi yang secara khusus

mengatur dan mengakui keberadaan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan di

ranah domesti eiaa ' . daplikasi  melindungi

migran dibiarkan begitu saja bekerja dan mengabdi di negeri orang tanpa adanya
jaminan perlindungan dari negara yang siap berada di garda depan mengatasi
setiap persoalan yang dihadapi buruh migran. Jika kita ingat kasus beberapa buruh
migran Indonesia yang terancam hukuman mati dan negara tidak mengambil
peranannya melindungi warga negaranya, juga kasus buruh migran yang disiksa

oleh majikannya dan negara hanya diam saja hingga kasus buruh migran yang
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menjadi korban dari perdagangan manusia itu pun negara masih tidak berbuat apa-
apa”.

Dilihat dari media elektronik yang dilansir pada tahun 2018 disebutkan

bahwa “buruh pe

karena situa ak setara antara b ' erja laki-laki”.
Tak hanya itlf” peleceha al juga dilakukan sesame rekar buruh laki—laki
seperti pada
perempuan Mme ¢ akan ama ditambah beban

kerjanya.

pada tahun 2018, terdapat sekitar 80.000 orang buruh, sebanyak 90 % dari jumlah
tersebut adalah buruh perempuan dan 75% buruh perempuan yang ada di Jakarta
telah mengalami kekerasan seksual. Dilihat dari catatan tahunan yang diperoleh
dari “Komnas Perempuan, terdapat 216.156 kasus kekerasan seksual. Di

antaranya diterima oleh buruh perempuan sebanyak 2.521”. Angka itu


http://www.tribunnews.com/tag/buruh
http://www.tribunnews.com/tag/buruh
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berdasarkan  “kepada buruh perempuan yang melaporkan kejadian yang
dialaminya”.

Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di

dan penganiy@a : igr: 2 £33 di luar negeri”.
-

“Kasush ;  oleh ma n di Malays g"térjadi, data yang

majikannya”.
2. “Belum hilang kesadisan menimpa Siti Hajar, korban penyiksaan majikan
menimpa Modesta Rengga Kaka (berangkat dari Cilacap Jawa Tengah menjadi
TKW di Malysia), Modesta menjelaskan” “Selain disiksa dengan cara ditinju,

saya sering dipukul pakai kayu dan rotan. Tragisnya lagi, saya hanya diberi

2 https:/info/jaring.id/hukum, akses 17 Desember 2020,



http://www.tribunnews.com/tag/buruh
https://jaring.id/hukum
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makan sekali sehari. Sedangkan gajinya selama 19 bulan bekerja belum
dibayar. Saya tak mau lari, karena saya tetap berharap gaji saya dibayar”.

3. Kasus perdagangan manusia yang dialami Adelina sendiri juga telah melanggar

Dalam “Pasal 1 Konvensi ILO nomor 189 secara tegas mendefinisikan

Pembantu Rumah Tangga sebagai Pekerja yang bekerja dalam rumah tangga atau
beberapa rumah tangga yang terikat dalam hubungan kerja, relasi antara pekerja
pemilik”. Konvensi ILO189 menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan
mengharuskan negara untuk mengambil langkah mewujudkan kerja layak bagi

pekerja rumah tangga. “Setidaknya terdapat 11 (sebelas) standar normatif yang

10
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diharapkan dapat memberikan perlindungan hokum” terhadap pekerja rumah
tangga. Standar dimaksud meliputi :

a. Hak-hak dasar
b. “Informasi teniamg, syarat dan ketentuan kerjagfang dapat dipahami dengan
jbuat d lis tidak lazimnya

Wty

Ao S@ e oo
5

erintah  dalam

pertimbanga t dalam upaya

R RRRARLES

-

afa khusus karena

<%
2
<
%
=
@
2
<

Malaysia sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya
masih anak-anak. Ke-43 pekerja tersebut merupakan bagian dari 1082 pekerja
sudah dipulangkan dengan menggunakan kapal laut KM Kalia selama kurun
waktu Juni-September 2020. Kondisi tersebut tertuang dalam laporan Tim Pencari
Fakta kasus kekerasan yang menimpa pekerja migran Indonesia di detensi

Imigrasi, Sabah, Malaysia. Laporan setebal 44 halaman itu menyoroti kondisi
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luka-luka pekerja migran yang dipulangkan. Para pekerja yang ditahan di detensi
imigrasi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika pekerja melakukan

kesalahan kecil seperti salah berhitung, berisik, belum menggunakan pakaian

ketika petugas .- manjat teralis besi,

Nl IR b .Og

r‘a;
‘G‘-’v'

“konvensi
seperti keté
yang beradg

dan menga

waatdkh

« . L A ' Mo
Indonesia . 3 n atifika y put merupakan

pilihannya

lulus dari sekolah dasar, saat mereka Derusia sekitar dua” belas atau tiga belas

tahun.*

* https://jaring.id/laporan-kekerasan-di-detensi-imigrasi-malaysia, akses 17 Desember 2020, pukul
20.08.

* Human Rights Watch, Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah
Tangga Anak di Indonesia.HIm 22  diakses dari  http://globalmarch.org/Child-
LabourDomestic/resources/indonesia/Always%200n%20Call,%20Abuse%20&%20Expolitation%
200f% 20CDW%20in%20Indonesia_ HRW_IND..pdf [Pada tanggal 22 November 2020. Pukul
10.29 WIB]
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Hasil ratifikasi konvensi ILO adalah “untuk melindungi pekerja perempuan,
langkah selanjutnya pemerintah Indonesia membuat peraturan hukum lainnya

untuk melindungi pekerja perempuan yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan ‘ ng ‘ pekerja perempuan
‘ Q““ .,‘ 82 dan Pasal
83”. Be 6 Undang-

empeken 4’ a antara pukul

b. “menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”.

4) “Bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, wajib untuk
menyediakan angkutan antar jemput”.

5) “Bagi pekerja/burun perempuan yang dalam masa haid, Bagi

pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan

13
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memberitahukan hal tersebut kepada pengusaha, ia tidak wajib untuk
bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan
ketentuan tersebut berlaku dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, gtau perjanjian kerja bersama”

keguguran
eh istirahat 1,5

sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)”.
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Didalam ketentuan Pasal 76, 81°, 82° dan 83’ dari “UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan secara garis besar mengatur tentang perlindungan

terhadap pekerja perempuan dalam usaha pemenuhan beberapa hak sebagai

berikut” :

2) ch r [ fbuftih perempuan
3) pekerja/buruh
| 23.00 sampai

4)
5)
6)

kerja dan Transmigrasi Rl No 4/MEN/2003 Tahun 2003 tentang

® Pasal 81: “Pekerja /buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua setelah
waktu haid”.

® Pasal 82: “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, dan Pekerja/buruh perempuan yang
mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau
sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”.

"Pasal 83: “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilaksanakan selama waktu kerja”.
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Kewajiban Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara

pukul 23.00 s/d 07.00. Pada dasarnya Keputusan Menteri ini merupakan bentuk

pelaksanaan pasal 76 ayat (3) dan (4)”. Undang-undang ketenagakerjaan tersebut

eratu Venteri Tenaga

&» g
alam dan Tata
at dari semua

a para pekerja

EACNA

perempuan.

Keten pekerja migran

thagan

telah diatur ¢ . Dalam Hukum
pekerja migran

. Konvensi ini

kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan. Konvensi ILO juga memiliki
pengaturan yang khusus mengatur terkait pelindungan pekerja, terdapat dalam
Konvensi ILO NO.189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah

Tangga.
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Dalam hukum nasional, ketentuan terkait pengaturan dan pelindungan
pekerja migran dan ketenagakerjaan diatur dalam  Undang-Undang

ketenagakerjaan Nomnor 13 Tahun 2003, Dalam Pasal 5 telah disebutkan :

“Setiap teq lliki kesemp & Aa tanpa diskriminasi
St i

diskriminasi

Sela ang : 2004 empatan dan
Pelindungal karena tidak
sesuainya | ; -ke 2 da dang ini maka
dibentuklah lungan Pekerja
Migran Ind rhadap pekerja

migran me ukum dibawah

peningkatan kesadaran, pendampingan, pelayanan serta pemberdayaan,
peningkatan kapasitas, dan pendokumentasian”. Dijelaskan dalam penelitiannya
tersebut, “ILO telah berperan dan menjalankan fungsinya secara maksimal
sebagai organisasi internasional dan sesuai dengan kapasitasnya sebagai
organisasi internasional”. “ILO tidak hanya melibatkan perwakilan pemerintah,

agensi penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan serikat buruh, tetapi juga
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masyarakat umum melalui perwakilan organisasi atau kampanye media untuk
mencapai tujuannya”. “ILO berhasil menjalankan fungsinya melalui program

pembuatan aturan, pengaplikasian aturan, sosialisasi, promosi norma, serta operasi

yang telah

terhadap sal@h Satugmni I i v pulkan bahwa
“aturan atal

Indonesia erja 3 @ pada Undang-

internasional yang terkait dengan upaya memperkuat perlindungan pekerja/ buruh
migran Indonesia serta keluarga mereka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
meneliti bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia menyingkapi pelaksanaan
peranan ILO terhadap buruh migran dengan mengangkat judul tulisan “Peranan
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/

ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia”.
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B. Rumusan Masalah
“Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut”:

A. Bagaimag ,‘ Iye asional (International
s W)
U -

1. Unt nenge neran r0anisa : Internasional

lindungi buruh

Sedangkan manfaat darl Pe yang diharapkan oleh penulis adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum

Khususnya hukum internasional dalam kaitannya dengan peranan Organisasi

Perburuhan Internasional dalam melindungi Buruh Migran Indonesia.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan

informasi dan masukan bagi:

ptang Kebijakan 1LO

e
'.h"g\ | .M

penelitian ini
2mbendaharaan
a/i dan mereka
entang peranan

elindungi buruh

yang dikenal dengan ILO (Orga pour Organitation) melalui milestone
komitmen politik dan perubahan kebijakan, dalam penelitian Agusmidah tagun
2012, dalam bukunya yang berjudul “Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan
Indonesia” dalam buku ini setiap bab membahas tentang sejarah hukum
perburuhan, selain itu menngambarkan tentang pendirian ILO yang berlandaskan

kepercayaan “bahwa perdamaian yang abadi harus berdasarkan keadilan social”.

Hal tersebut sama dengan isi pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
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pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan “bahwa hak-hak
sosial adalah bagian dari hak asasi manusia”.

Gambaran  dari  hasil  Penelitian  Agusmidah  (2012) vyaitu

“membandlngka ‘ ‘ eka mengembangkan
sebuah g ‘ ““‘ .’& erintah dari
lahir hin@ga mi S di i gan negara-

negara di

\ 5
(72]
D
=]
@D
>
c
=
=]
<
sY)

melindung ‘Mereka juga

menjelaska minyak dunia
pada tahu mbang hukum

perburuhan pada masa ini

ﬁ\\ﬁ\%ﬁ‘-

perlindung

D
=
D
>
@
&
=
(@)
“
|
=0
5
=~
=
c
2
3
<
D

<
<
=
“
c
3
@
=
=
c
<
c
3

“hukum internasional juga turut berpengaruh dalam penegakan hukum perburuhan
di suatu negara dan memberikan contoh” “mengenai ILO dalam rangka
mengutarakan hak berserikat di Indonesia mengritik kebijakan negara yang
melanggar hak buruh dan selanjutnya mengirimkan utusan khusus untuk
melakukan negosiasi dan menekan pemerintah untuk mengubah sikap dan

pendiriannya”. Dikaitkan dengan persamaan pada peneltian selanjutnya bahwa,
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penelitian ini tidak menjelaskan tentang kelemahan dari kebijakan Indonesia
dalam melindungi Pekerja Migran Bermasalah (PMB), sehingga dalam penelitian

ini akan membahas secara detail kebijakan Indonesia yang masih kurang efektif.

pemerintahBlpé ] .- N pe ) pgckerja di luar
negeri”. UREQ3 4 \ ; 4 ) _B@nempatan dan
Perlindunga : A\ ' >T 2 dasan hukum
perlindungafigbag P idala buthmasih ditemui
kelemahan, e sehut ha : I ditulis olen Muin
Fatkhul (20

Indonesia (Ti Or ' ang Penempatan

berdasarkan amanat Pasal 28 D ayat 3 yang menjelaskan bahwa setiap warga
negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak”.

Dari isi pasal UU PPTKLN tersebut diatas, mengandung arti bahwa “hak
yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri dan

kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran

Indonesia yang bekerja di luar negeri”. Undang-undang PPTKLN sebagai
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landasan yuridis buruh / pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri

merupakan salah satu bentuk payung hukum untuk melindungi para buruh

tersebut. Bentuk upaya perlindungan hukum yang diatur dalam UU tersebut salah

Namun, mereka hanya mengkritik Undang-Undang tersebut tanpa memberikan
saran atau solusi.

1. Organisasi Internasional

Menurut pendapat “Clive Archer (1992:112) dalam bukunya yang berjudul

International Organization mengemukakan” “bahwa organisasi internasional

adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu
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kesepakatan antara anggota anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua
atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama

para anggotanya”.

Adapun k i intery kan, keanggotaanya,

S 1

tujuan, & am, yaitu;
a)

organisasi

b) ggotaan yang

rdasarkan bisa

dilihat bah anisasi tersebut

bergerak da onal yang telah

“Secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan
fungsi, yaitu artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat
peraturan, pelaksana peraturan, pengesahan peraturan, informasi, dan
operasional”. Selain dari fungsinya, Clive Archer (1992:116) juga menjelaskan
bahwa “peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, salah

satunya yaitu sebagai aktor independen”, yaitu “organisasi internasional dapat

24



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

memberikan masukan-masukan secara netral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan dari luar”.

2. Kontruktivisme

icholas Onuf melalui

kehidupan : engeta , Adapl suatu konteks
spesifik, d i af elaske 3 ﬁi nal merupakan
hasil dari me

Judith Kelley.

Didalam jur ang ditulisrya an: judu Agtor on Domestic

Dilihat dari mekanismen tersebut, bahwa “negara ditempatkan sebagai makhluk
ekonomi karena terdapat respons terhadap adanya insentif dan sanksi yang
diberikan oleh organisasi internasional”. “Kedua, mekanisme yang berdasarkan
pada metode sosialisasi seperti pengaruh sosialisasi dan persuasi akan membentuk

belief”. Yang artinya, “organisasi internasional akan melakukan berbagai upaya

seperti membujuk, memuji, menjalin hubungan yang lebih bersahabat, atau
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bahkan mempermalukan negara anggota organisasi internasional agar negara
tersebut mengubah kebijakannya”.

Digunakannya metode sosialisasi dianggap bisa berhasil “ketika negara

ersifat deskriptif

mencata  serta

yaitu metode yang bermaksud O ®rikan gambaran, serta mempelajari,
menelaah konsep—konsep, teori—teori dan ketentuan—ketentuan dalam peraturan—
peraturan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi

ini juga merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.
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b. Sumber Data (Bahan-Bahan Hukum)
Dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum yang digunakan

sebagai berikut:

1. Bahan h ' ang mengikat yang

“Wapenaer® ",

3, ‘ ~ or, vaitu bahan hok o™ filikan penjelasan
*-‘, hukum, kamus

g
g
&
&

mengelompokkan dan & memaknai setiap kategori

& LIN S
data, mencari dan menemuka fngan-hubungan, dan memaparkan
temuan-temuan dalam bentuk deskripsi naratif maupun gambar-gambar yang bisa

dimengerti dan dipahami oleh orang lain.

d. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara menarik
suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat

umum menjadi kasus yang bersifat khusus, Deduktif biasanya berujung pada
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rasionalisme yang berarti “melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan
penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta”, kemudian kedua fakta

tersebut dijembatani dengan teori-teori yang terkait dalam penelitian yang

dilakukan.

)
%

AN RRRRRNNEE 0

e

DN disay yepepe jur udwnyoq
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BAB I1
TINJAUAN UMUM

pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.’
Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1

angka 3 pengertian pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan

8 .

Ibid

° Muin, Fatkhul. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan
Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia). Jurnal Citra Hukum. Vol. 2, No. 1
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menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. “Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh

halus (white collar) dengan pekerja/buruh kasar (blue collar) ”. Hal yang menjadi

a terletak pada jenis

S M 1

dalam pelaksénaan pemba ranya : anPkualitas tenaga

kerja Indonesia#lan kontribusinya dalam pembanguna mdlindungi hak dan

kepentinga

Indonesia”.

“Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia digunakan untuk mengganti
istilah Tenaga Kerja Indonesia yang seringkali dikonotasikan dengan pekerja
kasar”. “Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan para

pekeja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang”

10 .

Ibid
' Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia.Jakarta : Bumi Aksara.
Hal.3
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memenuhi syarat untuk bekeja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan/upah.

“Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari

tempat asalnya ) masuk dalam wilayah

Indonesi : ‘ ‘ ‘Wl““‘ .eé a (rural-to-

meninggalk airnya  untt : egara lain”. “Di

Indonesia”, £ : juk pade On&Siayang bekerja di luar
-

Didalam “Undang-Undang NoOmor 18 Tahun 20177, bahwa yang

dikategorikan Pekerja Miran Indonesia adalah : *2

a. “Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan
hokum”.
b. “Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan

atau rumah tangga”.

2 “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.
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c. “Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan™.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan Pekerja Migran Indonesia

adalah :

a. J ara NGl ate grjakan oleh badan

b.

C.

d.

e. di Perwakilan
f. dibiayai oleh
g. fli luar negeri”.

2003 tentang

wilayah kelahirannya ke tempat [a Kemudian bekerja di tempat yang baru
tersebut dalam jangka waktu relatif menetap”. “Pekerja migran mencakup
sedikitnya dua tipe” : “pekerja migran internal dan pekerja migran internasional.

Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi” , “sedangkan pekerja migran

B bid,
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internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi”.** “Sedangkan pengertian
pekerja dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesian

Perselisihan Hubungan Industrial”, sebagai berikut: “Pekerja/Buruh adalah setiap

orang yang bekegj gLima h g Al amn bentuk lain”.

gan Tenaga
fenomena
gai diskursus,
pekerja mi | S& le luar negeri”.
i diam-diam”.
sebagai orang
yang beke ar kotalkabupat L di lua C “Mereka yang
patennya tidak

dikatakan seBafa i ¢l ahaen e ran seperti ini

“pekerja migran yang menjadi korban bukan hanya mereka yang bekerja ke luar
negeri saja”, tetapi mereka yang bekerja di luar kota/kabupaten dalam lingkungan
negerinya.

“Pertimbangan ini diberikan untuk menegaskan”, “apakah yang dimaksud

dengan pekerja migran hanya mereka yang menjadi TKI yang bekerja di luar

' Bareta, R. D & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Fase
Purna Bekerja. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kanun Jurnal IImu Hukum Vol. 20,
No. 1, (April, 2018), pp. 163-181
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negeri”, “atau mereka yang bekerja di dalam negeri juga”. “Pemahaman kita
mengenai pekerja migran sebagai TKI yang bekerja di luar negeri saja

(sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan diam-diam)”, “pada tataran aksi

advokasi akan [ ang menjadi korban

n\\‘ .@ 5

trafiking

),

Q)

dan/atau
(migrant

didalamnya

naNaALN

PBB tahun§d8 ; dungan' : BRkéfja Migran dan

sedang, “atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-
Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.
Dalam suatu masyarakat, “status sebagai tenaga kerja membuat penduduk di
golongan ini bertransformasi menjadi suatu kelas sosial tersendiri”. “Dinamika

dan perkembangan individu dalam masyarakat membuat stratifikasi sosial
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menjadi suatu hal yang tidak terelakkan”. “Tiga lapisan yang umum terjadi dalam
masyarakat adalah kelas atas (upper class)”, kelas menengah (middle class), dan

“kelas bawah (lower class”).

adalah partisipasi

wanita s
a.

b ang dianggap

luarga melalui

¢ erja migran”,

kampungnya”,

% g angga sehingga

d. yang terbatas di

2konomi™.
e. t yang melarang

2. Perlindungan Peke ’ <
v LIS Mg

“Hubungan kerja adala ara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan”, upah, dan

perintah. “Prof. Imam Soepomo, S.H. “berpendapat bahwa hubungan kerja yaitu

hubungan antara buruh dan majikan”, “dimana buruh menyatakan

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah”, “dan

 Ritan, R. G. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran (Studi Kasus Buruh
Migran Asal Kabupaten Flores Timur). Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
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dimana majikan menyatakan kesanggupanya untuk mempekerjakan buruh dengan
membayar upah”.

“Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003” “Hubungan Kerja” “adalah

antara pengusahg ja’, “‘yang mempunyai

C q‘ jaburuh yangdae .“

unsur pe ‘1 “ ‘ ‘-!MM“‘ .an

pengusafial del a/DuEB T 0lghe DE ﬂ perjanjian
&

dibuat oleh
perburuhafiya ' ekt ikat"peker Kat buruh yang
ada pada pé

“Pe < dak b e rafliran perusahaan
yang dibu z oho S enya gahwa perjanjian
kerja adalalifg N gz : pertindak sebagai

pengusaha/ a e : , alll pihak dengan

pihak lain selag engugaia , aksanaka ekerjaan dengan

prestasi.Dalam hal prestasi Soebekti” (menulis “suatu pihak yang memperoleh
hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan
kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul

kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak yang dianggap sebagai kebalikan

'® Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 25
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kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.”’ “Dalam perjanjian kerja,
karena merupakan salah satu bentuk khusus perjanjian”, “yang dikemukakan oleh

Soebekti diatas berlaku juga”. “Artinya apa yang menjadi hak pekerja/buruh akan

menjadi kewajlb enjadi hak pengusaha

akan mg ; . ‘ ‘ H“\“ ."

disebutkan bahwa setiap peKefy@#truh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas” : “keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai agama”.

2) “Hak atas jaminan sosial tenaga kerja UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 99

ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak

untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

7 Ibid. hal, 27.
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3) “Hak atas upah UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) menyebutkan
setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

4) “Hak atas mogok kerja UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 137 menyebutkan

secara adil dan merata”. Sementa , “berhasilnya pembangunan sangat
tergantung dari partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus
dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat”.

“Usaha memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi
pengangguran yang ada maupun menyerap tenaga kerja baru merupakan satu
kesatuan usaha di dalam seluruh usaha pembangunan”. “Oleh karena itu program-

program pembangunan di semua sektor mempergunakan perluasan kesempatan
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kerja sebagai salah satu sasarannya yang utama”, “khususnya melalui usaha-usaha
kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja baik secara langsung maupun secara

tidak langsung”. “Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban

g, Dasar 1945 Pasal 27
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kerja”, “yang meliputi sebelum masa Kerja seperti pendidikan dan pelatihan dan
perluasan kesempatan kerja”, “selama masa Kkerja seperti waktu Kkerja”,
pengupahan, cuti, “uang makan dan lainnya dan sesudah masa kerja”, ’seperti
pemutusan hubungan kerja”, pesangon dan lainnya.

“Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan

perundang-undangan tersebut telah membawa perubahan mendasar yakni
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menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda yakni sifat privat dan public”.
“Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai

dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha”. “Sedangkan

010:25) dari”:

a. ‘u“‘ .Qa etentuan di

tentang

flasanah hukum

alasan bahwa perjanjian

perburuhan  berasal yang seringkali dalam
pembuatannya menimbulkan benturan kepentignan antara pihak buruh
dengan majikan”.

c) “Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara

pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi

buruh/pekerja wanita berdasarkan undangundang ini tidak lagi dilarang

40



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

untuk bekerja pada malam hari”. Pengusaha diberikan rambu-rambu yang
harus ditaati mengenai hal ini.

d) “Memberikan sanksi yang memadai menggunakan batasan minium dan

hukum dalam

Negara deng garuhi intensitas
hubungan man ' ai suatu komunitas
masyrakat intern ¢ 0 ling ketergantungan

merupakan kebutuhan 5ang arena itu, Negara-negara
membutuhkan pembentukan we asi internasional”.*®
1. Definisi Organisasi Internasional

“Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan
kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk

melaksanakan kerja sama internasional”. “Sarana untuk mengkoordinasikan

kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kea rah pencapaian tujuan yang sama

'® Ade Maman Suherman, 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam
Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21.
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dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama”. “Salah satu kajian utama dalam
studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan

salah satu aktor dalam hubungan internasional” (Perwita & Yani, 2005:91).

dimulai sejak abad

“Gaga : suatu orga iohal yang bersifat
universal de juan't slihara : gaianan dunia telah
menjadi pe )3 ' 3 III|]I’ diorganisirnya

masyarakat al secare iti pagal, reak adlap anarki yang

kerjasama internasional”. “Sejak abad ke-19 sampai tahun 1914, Eropa
mengalami periode panjang cukup damai yang disertai kemajuan teknik sarana
komunikasi, dan keadaan ini telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi

kerjasama internasional’s.

2 Ibid, hal. 35
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“Demikian pesatnya perkembangan organisasi internasional di berbagai
aspek menggambarkan antusiasme Negara-negara untuk mencapai kesejahteraan

dan peradaban martabat melalui kerjasama serta menjadi pembuktian adanya

organisasi Moi ' Definisi yang

diberikan c : pit, ka : pada hubungan

fungsi, hak, dan kewajiban serta Wewenang berbagai organisasi lembaga
internasional dengan Negara yang modern”. “Selanjutnya batasan organisasi
internasional menurut penjelasan Starke adalah disamakan dengan fungsi suatu

Negara modern yang mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki

beserta alat perlengkapannya, yang diatur oleh hukum nasional yang dinamakan

*°Archer, Op,Cit, hal. 87.
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HTN”. “Dengan demikian, organisasi internasional dapat disamakan dengan alat
perlengkapan Negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional”.
Menurut Sumaryo, melalui organisasi internasional, Negara-negara akan

berusaha untuk ingan bersama dan
" J

Fan FETEECA LT N

7Y
D

perlunya

“peraturd at terjamin”.

21

yang disebut

S\ E/

A

sebagai ak dari kehendak

dari negara b suatu pelaku
hukum ya isi ataupun
pelaksanaan
“berasal dari

campuran anta s \ alim dan ketentuan —

tindakan) dan memiliki personalitas yuridik sehingga mampu untuk melakukan
tindakan yang bersifat hukum. Misalnya PBB beserta organisasi-organisasi serupa

termasuk Badan Khusus (Specialized Agency) PBB. Schermers berpendapat

2! Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001.
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bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Internasional agar

memiliki personalitas yuridis, adalah :??

1. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional;

mencapai tujuan tertentu, seper ngan nasional dan tujuan politik luar

negrinya.

2. Sebagai arena

?> Mochtar Kusumaatmadja, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hal.115.
23 1hi

Ibid, hal. 118.
** Ibid, hal 120.
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Organisasi internasional digunakan sebagai tempat atau forum untuk

membahas masalah-masalah tertentu, bahkan menyelesaikan masalah dalam

negeri negara lain.

pembentuk asark 2 Bnjian, paling tidak
memiliki
“pembatasa

menetapka nenyatakan kembali hak-hak dz Qm ‘5 ajiban Negara-

7 “disimpulkan

secara hukum dép setelah me pallf sebagaimana telah

kelompok melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya,
maka ia menjalankan suatu peranan”. “Dari konsep peranan tersebut muncullah
istilah peran”. Peran menurut Perwita dan Yani adalah “Seperangkat tingkat yang

di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda

% J. G. Starke, 2008. Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih
bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 96.
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dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental” (Perwita dan
Yani, 2005:29).

“Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk

plibungan dengan
aksi (action),
), kepercayaan
algnilai (values)”

“Organisasi internasiona perperan sebagai aktor hubungan
internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi
koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti ILO
(international Labour Organization) perananya di Indonesia dalam intervensi
kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan Hak—hak buruh,

buruh perempuan dan pekerja anak di Indonesia”. “Selama bertahun-tahun, ILO

%% |bid, Hal. 8.
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telah mendukung pengembangan jaminan sosial di Indonesia dalam hal

pengembangan kebijakan untuk mereformasi sistem jaminan sosial, restrukturisasi

sistem jaminan sosial nasional” “(Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek)”.?’

3. Internasiona

menjadi badan khusus PBB tertua, ILO juga merupakan organisasi HAM paling
penting dibidang hak ekonomi”. “ILO yang keberadaannya telah lebih dari 97
tahun ini, telah merumuskan hampir dari 200 konvensi internasional”. “Konvensi-
konvensi yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak

ekonomi dan social”. “Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan

27 .

Ibid, hal 10.
%8 Asri Wijayanti, 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO, Bandung, hal.
68.
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perlindungan dari diskriminasi pekerjaan”. “ILO terbentuk pada akhir perang
dunia pertama sejalan dengan disahkannya konstitusi ILO oleh konfrensi

perdamaian di Versailles bulan April 1919”. “Ada tiga alasan pembentukan ILO

menetapkan hak asasi manusia (HAM)*an hak ekonomi berdasarkan prinsip yang

menyatakan bahwa” “kemiskinan” “akan mengancam Kkesejahteraan dimana-
mana”. “Deklarasi tersebut menjadi tonggak bagi ILO untuk mendefinisikan

kembali sasaran dan tujuan organisasi”. *°

¥ |LO. Tripartite  Consultation. Diakses pada 16 Mei 2021  melalui
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc88/pdf/r3-1b.pdf
*® Quinn Patrick. (2003). Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama. ILO. Jakarta, hal.56.
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“Sejak awal 1950-an, ILO telah memberikan kerjasama teknis untuk
negara-negara disemua benua dan pada semua tahap ekonomi”. “Dalam dekade

terakhir, rata-rata sekitar US $ 130 juta digunakan setiap tahun untuk proyek

kerjasama”. “Prg ‘ ) 1 ‘ pkerjasama yang erat
antara g ‘ ““ .@‘ mengelola

jaringan

ILO adala yang
membantu S 3 A agiisetiap pria dan
wanita”. “Jé 5 yang luas di s a, £ ‘ﬂ’ a Latin, Eropa
Tengah, Ergpe : gah an, panduEn geknis mengenai
isuisu_kebijakady dan banttgn dals e ( ok plementasi program
pembangu

Buruh
Internasional ungan PBB yang
turut aktif dala uh dunia”. “Prinsip

b. “Bahwa kebebasan berekspresi®dan berserikat sangat penting untuk
kemajuan berkelanjutan’; dan
c. “Bahwa kemiskinan dimanapun akan menjadi bahaya bagi kemakmuran

dimanapun”.

*! Ibid, hal.61
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1) “Fungsi dan Tugas International Labour Organization (ILO)”
“Tujuan didirikannya ILO adalah untuk meningkatkan keadilan sosial bagi

masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum pekerja”. “Dalam Konstitusi 36

baik spiritual

likistatus yang

akmuran.

diskriminasi dalam pekerjaan dan jabataf™. “Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-
hak dasar di tempat kerja, berdasarkan”. “Dengan adanya deklarasi ini

memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara bebas kesetaraan peluang, atas

* JLO. “Programs and Projects. ILO. Diakses pada 29 Mei 2021 melalui
https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/lang--en/index.htm”
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kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka
sepenuhnya sebagai manusia”. “Tujuan yang ingin dicapai oleh ILO” : *

a) “Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki

c) “Melakulk aikar ara dane efjd serta upaya

d) “Merum [.’ -’r d memperbaiki

e) “Menyus : etL: likan pedoman

kebijakan

ketenagak@r|a S : : perundangan

ketenaga

f) “Melakuka Qe erja serta upaya
mengatasi !

“Adapun standar perburuhan

Internasional, juga m dan pelatihan-pelatihan

perburuhan”. “Sasaran kegiat pada terciptanya keadilan dan hak

asasi manusia pekerja/buruh, perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan serta
peningkatan kesempatan kerja”. “Untuk itu tugas utama ILO adalah” : 3*

1) “Terciptanya perlindungan hak-hak pekerja/buruh’;
2) “Memperluas lapangan pekerjaan”; dan

¥ “G Karta Sapoetra dan RG Widyanngsih, 1982. Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Penerbit
Armico”, Bandung, hal, 82.

*1LO. “How the ILO Works. Diakses pada 2 Juni 2021 melalui https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/how-the-ilo-works/lang-- en/index.htm”.
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3) “Meningkatkan taraf kehidupan para pekerja/buruh”.

ILO terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti :

dan kondisi hidup,

asi manusia;

b) dijadikan
ional dalam
c) sional untuk
gar kebijakan
guna dalam
d) 2nerbitan untuk

2) “Produl

“Ada

dari subjek atau aspek yang diba al dua pertiga suara delegasi yang

hadir diperlukan untuk menentukan bentuk sebagai konvensi atau rekomendasi”.*
“Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, konvensi di maksudkan
untuk diratifikasi”. “Terdapat kewajiban hukum yang mengikat, sedangkan

rekomendasi tidak dimaksudkan untuk ratifikasi, dan tidak mengikat, hanya

* Firdausy, C., M. (2005). Trends, Issues and Policies Towards International Labor Migration:
An Indonesian Case Study. Departmen of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat
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memberikan petunjuk untuk kebijakan nasional dan tindakannya”. “Berdasarkan
Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa selambatlambatnya satu tahun dari sidang

penutupan konferensi, anggota wajib membawa konvensi itu ke pihak yang

telah dilaktika , i ifika adal kewajiban”,

“Tetapi Perburuhan
Internasio Sis - f perburuhan
nasionalnya am  konvensi”.

(Kertonego
Declaration on
engenai prinsip

dan hak da s : angani 1 9 Juni 1998 ini

a. “Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk
berunding bersama”.

b. “Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib”.

c. “Penghapusan secara efektif pekerja anak”.

d. “Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan”.

*ILO. “(2007). Sekilas Tentang ILO. Jakarta. Diakses pada 20 September 2019 melalui
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-- en/index.htm”
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“Core Convention merupakan inti dari hak-hak dasar yang diperjuangkan
oleh ILO dalam mencapai keadilan sosial yang menjadi landasan bagi terciptanya

perdamaian dunia”.

kekuasaan t
“IL lai pada Rabu

pertama se

(tiga) minggu

=S S L BN

. &
<>

Konperensi

secara trpartit,

(governmens), 1 (

0 q&\. Jersiglan 1 (satu) dari unsur
&

.
W

Tiap unsur delegasi dapa

pekerja (Workers)”.
asehat sebanyak 2 (dua) orang untuk
tiap mata acara (agenda) siding. Selain daripada itu, “konferensi juga dihadiri oleh
para Peninjau yang biasanya berasal dari Badan-badan khusus PBB, organisasi-
organisasi internasional, pemerintah maupun swasta dan dari Negara-negara yang

bukan anggota ILO”. “Kegiatan Konferensi antara lain” :*®

* Ibid.
* Ibid
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a. “Setiap tahun mengesahkan/menetapkan standar-standar perburuhn
internasional dalam bentuk konvensi atau rekomendasi”;

b. “Mengesahkan resolusi-resolusi tentang garis-garsi besar kebijakan ILO”;

“Setiap dua tah

sekali menetapkan program dan anggaran 1LO”;

“Menyust Keanggotaan

Governing yang terdiri atas unsur

pemerintah (28 Qt\ “wﬁ d (14 orang), dan unsur
pekerja/buruh (14 orame ahkan oleh ILC”. “Masa kerja
keanggotaan governing body ILO selama tiga tahun.

3. Kantor Perburuhan International atau International Labour Office.
Merupakan sekretariat permanen “ILO, sekaligus merangkap kantor pusat

operasional, pusat penelitian, dan rumah penerbitan”. “Kantor ini dipimpin oleh

** Ibid
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seorang Direktur Jenderal, dibantu tiga orang deputi dan tujuh orang asisten
Direktur Jenderal”.

“Direktur Jenderal ILO ditunjuk dan diangkat oleh Badan Perburuhan

0 pegaw ahli di kantor pusat

0 AWai tena
LS i

,ﬁ #lituk menjadi hukum
positif”. “Jadi mak '
mempersiapkan perangkat hukum seStiardengan ketentuan konvensi”.

“Sedangkan rekomendasi ILO adalah instrument ketenagakerjaan yang
bersifat tidak mengikat, yang menetapkan pedoman sebagai informasi kebijakan
nasional”. Biasanya membahas subyek yang sama dengan konvensi, rekomendasi
ini tidak untuk diratifikasi. Data terakhir hingga Juni 2002 ILO sudah

menghasilkan 182 buah konvensi, dan 190 rekomendasi.

“ Ibid
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C. Perkembangan Buruh Migran Internasional

“Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak semata-mata

dari undang-undang dan peraturan lainnya yang dibuat tertulis oleh pemerintah

sebagal negara
erima pekerja
migran asa csia, anfara la “Malaysiz di, Singapura,

Hongkong, s s ! alflya, seperti Irak,

“Menjadi buruh migran merupakan salah satu pekerjaan yang penting.
Pekerjaan yang pekerjanya didominasi oleh perempuan ini merupakan pelengkap
dalam kehidupan keluarga modern masa kini”. “Meskipun begitu, masih banyak
yang belum menyadari bahwa para pekerja ini juga perlu diperhatikan hak-

haknya”. “Selain karena mereka juga memiliki tugas-tugas dalam jumlah jam

kerja yang tidak tentu, para buruh migran ini juga merupakan manusia yang
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membutuhkan perlindungan dari berbagai pelanggaran atas hak-hak asasinya
sebagai manusia secara utuh”.

“Data resmi dari pemerintah Indonesia tahun 2019 (April s.d Juni)

bagi pekerja migran DbI3 2 eba pleh kurangnya pengetahuan,

pendidikan, keahlian, dan terutama kemampuan berbahasa dengan baik”.
“Beberapa bentuk implikasi dan keresahan sosial yang timbul di tengah

masyarakat terhadap pekerja migran™, yaitu: **

1) “Angka perceraian yang tinggi”.
2) “Perselingkuhan pasangan di dalam negeri”.

* Sri Warjiati, 1998. Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja
Wanita, Penerbit Tarsito, Bandung, Hal.19.
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3) “Kasus pelecehan hak-hak asasi pekerja migran”.
4) “Kasus penganiayaan yang dialami pekerja migran”.
5) “Kasus kematian dari pekerja migran itu sendiri”.( Tadjuddin, 1999:25)

iauti gaji tidak dibayar,

berupaya mempromosikan pemberday/aam dan perlindungan buruh migran dengan
menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak
pemerintah, serikat pekerja, organisasi pekerja migran dan Pekerja Rumah Tangga
serta organisasi masyarakat madani yang berada di Indonesia maupun di negara-

negara tujuan”. “Berbagai kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai proyek

yang ILO untuk membantu upaya pemerintah memperkuat perlindungan bagi
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buruh migran serta memerangi kerja paksa dan perdagangan”. “Di Indonesia,

Rancangan UndangUndang (RUU) tentang hak pekerja dan kondisi kerja sudah

disusun sejak tahun 2004 dengan bantuan teknisi dari 1LO”.*?

legislasi
parlemen”.

dukungan u

o CL LY

“Pa

Ranaay
g .

tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk melalui amandemen UU”
No. “39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
ILO menyediakan masukan teknis dan mendukung berbagai kampanye publik

serta berbagai rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan persetujuan

Presiden untuk merevisi UU” No. 39 Tahun 2004. “Persetujuan ini menandakan

*1LO. (2014). Membership in the International Labour Organization. Diakses pada 30 Oktober
2019 melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---
jur/documents/genericdocument/wcms_441858.pdf
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awal dari diskusi parlemen secara resmi tentang usulan revisi UU antara
pemerintah dengan parlemen, di mana organisasiorganisasi pemangku

kepentingan terkait diundang untuk memberikan kontribusi mereka (Mandat

Presiden untuk mg ada 8 Agustus 2012).

‘t“‘ .9 o

pembuatan berbagai
standar pekerja dangspenye asalah pe erja”. “Ketiga badan
yaitu menegakkan hak-hak pekerja”.

“Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia
mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung
pekerja migran”. “Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi
pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi

Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga
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Mereka (1990) melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan,
yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012”.

“ILO telah mendukung perdebatan di tingkat nasional dan regional serta artikulasi

(2009-2011), yang

h‘h\“ .Q@ ahun 2011

“Se ama | Kem Ret@ fRefjean  Indonesia
menyeleng : . i’: 3 sia e ei 2015 di Bali,

Indonesia”. ¥Pe an, ini : | ‘iﬁ tah, organisasi

pekerja dan pekerja yang kembali; “peningkatan dampak pembangunan dari
migrasi; dan kemitraan dan kerjasama internasional. “Pertemuan ini juga
memberikan sarana bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan mengkaji

langkah-langkah ke depan dalam mencapai migrasi yang adil antara Asia dan

Negara-negara Arab”.

*1LO. (2015). Program Capaian ILO di Indonesia: Capaian 2014. Diakses pada 3 Oktober 2019
melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- asia/---ro-bangkok/---
ilojakarta/documents/publication/wcms_368196.pdf
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“ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap
pekerja migran, ILO mengadakan sejumlah kampanye berbasis media secara luas

untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas”. “Kampanye ini

ak-hak dan kondisi

alasal Indonesia,
@8ia yang bekerja
ersebut, adalah

yang paling a 3 - Indonesia baik

tidak manusiawi dari majikan mulai dari dipukul kepala dan wajahnya, ditendang
dan disiram dengan air panas sebagaimana yang dialami oleh Nirmala Bonat”.
“Selanjutnya juga terjadi terhadap pekerja migran asal Indonesia yang akan
dieksekusi mati di Arab Saudi karena terlibat pembunuhan, seperti Darsem dan

Ruyati”. “Namun berkat perjuangan segenap komponen bangsa” (lihat konsep

”Negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”), “Darsem
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berhasil diselamatkan nyawanya dengan mekanisme membayar semacam uang
denda (diyat) kepada keluarga korban”. “Namun, dalam kasus Ruyati pemerintah

terlambat dan tidak berhasil menyelamatkan Ruyati hingga dilaksanakan hukuman

tioan Againts
Torture An ! nhum - v Punishment”
“atau Kon enta 3 aa ; a enghukuman lain

yang keja fak .ma vi ata : ' anusia”. “Dari

o
v
ﬂ‘r onesia, terkesan
: Kasus-kasus lain

namun terkesan

ak tuntas dan kasus

or 18 Tahun 2017, tentang
Perlindungan Pekerja Migran IndoneSia, maka sangat jelas bahwa kewajiban
negara untuk memberikan perlindungan dengan tanpa melihat apakah pekerja
migran tersebut keberadannya secara legal atau bekerja secara illegal”.
“Kehadiran negara menjadi penting, manakala ada warga negaranya yang terkena
masalah di luar negeri”. “Untuk itu perwakilan Indonesia di luar negeri harus

menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan”. “Apabila hal ini
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dikaitkan dengan memanfaatkan konsep negara dari Soepomo, maka dalam kasus
terlihat adanya berbagai peran dari individu individu di masyarakat yang antara

lain mengumpulkan koin dalam mata uang recehan (rupiah) sebagai simpati untuk

ayaibentuk campur

yang timpang

pemerintah ke

ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan diantara
keduanya”. Bahkan apabila dikaitkan dengan adanya kebebasan berkontrak, maka

pada dasarnya tidak lain sebagai sebuah kepatuhan sukarela.
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“Hak-hak yang tercantum dalam ketentuan Konvensi International tentang
Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ini”, meliputi: **

1) “Hak Pekerja Migran sebagai pekerja, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk

2) 3 n“sek ! gif@migran adalah

3) ckerja M ; afl pada kondisi

reproduksi dan hak untuk mendapatkan pemberdayaan dan pendampingan
sebagai perempuan”.
“Ketentuan Konvensi ini, telah diadopsi oleh Organisasi Pekerja

Internasional (ILO), guna mendorong pencapaian keadilan yang lebih besar bagi

*ILO. (2012). “Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional. Jakarta. Diakses pada 30 Oktober
2019 melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---
ilojakarta/documents/publication/wems_151591.pdf”
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pekerja migran dengan mengeluarkan rekomendasi dalam menetapkan pola bagi
hukum nasional”, yang tertuang dalam bentuk Konvensi, yaitu:

a. “Konvensi Nomor 97 Tahun 1946, mengenai migrasi untuk bekerja, yang

antara laig i o
\ )
s )

pantu pekerja migran

ah Kketentua )
waettyy

—

bahan untuk

disi teraniaya,
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (“International Labour

tentang Pek
para TKW
pelanggaran
eksploitasi ya
lain :*°

1) j 3 ‘ - ari satu tempat”.

2) “Ti ibe ai o fipaksa tidur di kamar

3)
4)

5) “Eksploitasi seksual seperti diperdagangkan dengan menjadi pelacur”.

“Dipaksa melayani hasrat sekstal'majikan pria”.
6) “Tidak mendapat alat keselamatan dan keamanan kerja, helm dan sarung
tangan yang memadai”.

7) “Bekerja 12-20 jam sehari (overtime) tanpa istirahat yang memadai”.

“ILO. Kompilasi Konvensi & Rekomendasi ILO di Indonesia. Jakarta. Diakses pada 7
November2019,https://www.ilo.org/wemsp5/groups/public/asia”/robangkok/ilojakarta/docume
nts/publication/wcms_223994.pdf.
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8) “Bekerja tanpa dibayar atau dibayar tapi dengan upah rendah tidak sesuai
dengan kontrak”.
9) “Beban kerja berlapis mengurus anak, membersihkan rumah dan memasak

di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota keluarga yang

Malaysia”. “Ka88 $ canlah fanfiditerima oleh para
TKW Indonesia
majikannya Hau Yua .& ‘ elagi@®ekerja 34 bulan di rumah
majikannya, Siti tidak pernal ‘ serta mendapat penyiksaan fisik
berupa pemukulan dan penyiram air panas dibagian muka dan tubuhnya”. Karena
tak tahan dengan perlakuan majikannya, “Siti Hajar kabur dari rumah majikannya
dan menumpang taksi yang kemudian membawanya ke Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur”.

“Kasus penyiksaan TKW oleh majikan di Malaysia sering terjadi, data

yang peneliti temukan di lapangan antara lain kasus yang menimpa selain Siti
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Hajar adalah Modesta, Adelina, dan kasus detensi imigrasi Malaysia”. Dapat
diuraikan sebagai berikut:*®

1. “Korban penyiksaan majikan menimpa Modesta Rengga Kaka (berangkat dari

L Cr g
Tindak Pidas erdagange ang Pasa 7 )] dan Pasal 4”.
Dalam kanmvensi || S apa ; fdfatur terkait hal
tersebut. alamMbaha: S epst. Me W&y Penyiksaan dan

Perlakuan : ai ar ak Manusiawi, dan

kebebasan dan kesetaraan martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang
berhak atas semua hak-hak dan kebebasankebebasan yang tercantum dalam
Deklarasi HAM. Terkait dengan kasus ini, Malaysia sendiri telah melakukan

upaya hukum atas kematian Adelina. Melalu pihak kepolisian Malaysia, tiga

*® https:/info/jaring.id/hukum, akses 17 Desember 2020,

71


https://jaring.id/hukum

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

tersangka yang merupakan majikan dan orang tua majikian telah ditangkap dan
dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

3. Pada tahun 2020 kasus terbaru tentang “43 pekerja mengaku mendapatkan

o L TEEES Yo

p di detensi Imigrasi
& ersebut, 2

bagian dari

maupun aturan-aturan hukum internasional lainnya serta kebiasaan-kebiasaan
internasional”.

Hasil penelitian ini, peneliti mencoba mewawancarai kantor Konsultat
Malaysia yang ada di Kota Pekanbaru tentang banyaknya “kasus penganiayaan
yang terjadi pada TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia”. Hasil wawancara

yang peneliti lakukan dengan bagian imigresen dan Konsular di Kantor Konsulat
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Malaysia “dengan lokasi beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Simpang Tiga”
Pekanbaru, sebagai berikut :*’

“Bahwa sebenarnya fungsi kantor ini dilaksanakan oleh Konsulat

pasi Konsulat
ang ada di
ikut campur
, kami hanya

baru/ Provinsi

Fung aksana a2 ota Pekanbaru

memberikan $pe 3 3 Warga gfdiam di Provinsi

melindungi warga negaranya yang tersandung kasus penipuan/pemalsuan credit
card dengan cara mendampingi warga negaranya dalam persidangan dengan
memberikan bantuan hukum/ pengacara guna untuk meringankan hukuman yang

dijatuhkan pengadilan”. “Kasus credit card ini terjadi 3 kali”. “Meski warga

* Wawancara dengan Bapak Anton Saputra, S.Si, Staf bagian imigresen dan Konsular di Kantor
Konsulat Malaysia dengan lokasi beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Simpang Tiga Pekanbaru,
tanggal 15 Juli 2021, Pukul. 11.00 WIB.
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negara tersebut tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam,
KEPRI setidaknya konsul Malaysia telah menunjukan kepedulian yaitu dengan

memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya tersebut”.

serta pele > 2 V% a V3 erja sebagai

migran teruta g ah tangga”.
“Maka InQ@RES c neg , elja o membangun
kerjasama g . K k 1 pedEn kesepakatan
bilateral”. ¥Se 1 u . ' aptera pemerintah

Indonesia 3 ang telah di o pada tahun 2004

“Berbagai analisis yang dilakukan terhadap MoU tersebut memberikan
beberapa kesan pekerja”/ buruh migran sebagai berikut:

a. “MoU tidak memberikan perlindungan sebaik isi dan tujuan Konvensi PBB
tahun 1990 tentang Pekerja Migran”.

b. “MoU tidak mengatur pekerja migran secara keseluruhan, melainkan pekerja
migran legal yang bekerja sebagai PRT (domestic workers) .

c. “MoU hanya berpihak pada kepentingan Malaysia, yaitu dengan lebih

menonjolkan pengaturan syarat dan mekanisme bagi pengiriman PRT”. “MoU
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tidak memperlihatkan tingkat konsistensi dan persistensi kedua pemerintahan
dalam berjuang dan mengupayakan perlindungan bagi pekerja migran”.
d. “MoU tidak mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam hal perlindungan

hukum bagi pekerja migran”.

pekerja
h. “MoU t
otoritas yal Kewenangan me ak kerja”.

n putusan dari

1) “PRT akan mendapat waktu istirafat 1 hari per minggu seperti yang telah
disediakan dalam hukum ketenagakerjaan Malaysia”.
2) “Kisaran upah dari PRT akan ditentukan sesuai dengan syarat dan kondisi dari

kontrak pekerjaan dan akan didasarkan pada dorongan pasar”. Kedua negara

*® “Tren sosial dan ketenagakerjaan oleh 1LO, diakses dari www.ilo.org pada 12 Februari 2021.
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“akan memantau dari waktu ke waktu dan mengambil langkah yang diperlukan
untuk memastikan kisaran upah sesuai dengan dorongan pasar”.

3) “Paspor akan dipegang oleh PRT”. “Dalam kasus PRT melarikan diri, dan

c penuhi”. “Perjanjian
\eﬁ esia dengan pemerintah
Malaysia dalam ra : gan pe Igran tertuang bentuk nota

Indonesian Domestic Workers ” <di tahun 2006,

1. Konvensi ILO yang “Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia”

“Untuk membahas mengenai peranan ILO bagi para pekerja di Indonesia
terlebih dahulu akan disajikan konvensi-konvensi dari ILO yang telah di ratifikasi
oleh pemerintah Indonesia”. “Konvensi dari ILO merupakan perjanjian-perjanjian

internasional, yang tunduk pada ratifiksi negara-negara anggota”. “Indonesia
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merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi
seluruh konvensi inti ILO”. “Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah

meratifikasi 17 konvensi”.

“Direktur, e i donesia, Peter van
Rooij, sia dalam
meratifi WMW}W ari delapan

. R &4’% -
konvensi e a paling siap
menghada i i g terdiri dari
serikat pek : 1j, bekerjasama
erat denga i pi ..:.fD', ‘-héﬁ inta Asosiasi

Z S

Pengusaha i a S-IT nya mematuhi

konvensi ter

No. Tahun
Konvensi Ratifikasi
1 - 3
29 “Ko 1950
98 “Konv unding 1957

Bersama/ i
100 “Konvensi Kesa an (1951)” 1958
87 “Konvensi  Kebebasan  Berserikat  dan 1998
Perlindungan atas Hak Berorganisasi (1948)”
105 “Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (1957)” 1999
111 “Konvensi  Diskriminasi  (Pekerjaan dan 1999
Jabatan) (1958)”
138 “Konvensi Usia Minimum (1973)” 1999
182 “Penghapusan dan  Tindakan  Segera 2000
Penghapusan Bentuk-bentuk  Terburuk
Pekerjaan untuk Anak (1999)”

Sumber : ILO Indonesia, Konvensi-Konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Indonesia, 2006.
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Konvensi Inti yang telah di ratifikasi oleh Indonesia

1)

2)

3)

“Berikut ini akan dijabarkan mengenai status dari Core Convention atau

9 49

“Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 Tentang Penghapusan Kerja Paksa”,

meminta sem a |ILO 1 antuk kerja paksa atau

btong  royong.

No. 19 Tahun

Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita”. “Diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 tahun
1958 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional

Nomor 100 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan

Perempuan Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya”.

*Sekilas “ILO di Indonesia, diakses dari www.ilo.org/ public/ indonesia/ region/ asro /Jakarta
[faktailojkt.pdf diakses” pada 14 Februari 2021
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4) “Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan”

Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, tertuang dalam Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 83 tahun 1998. Untuk memaksimalkan peranan dari

5)

6)

Ketentuan ini selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus
menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar pekerja

dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
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7) “Konvensi ILO” No. “138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk
Diperbolehkan Bekerja”. “Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi

tersebut dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

erning Minimum Age

a imum untuk

8) ‘ ang~Pelarang@fftan Tindakan

2003 Tentang
pun, dilarang

an-pekerjaan yang

terburuk kerja anak”.

“Dengan berlakunya ratifikasi konvensi ILO oleh hukum Indonesia yang
disahkan dalam undang-undang, maka fungsi serikat buruh menjadi sangat
penting untuk mengawasi dan mendorong pelaksanaan dengan baik konvensi-
konvensi tersebut”. “Walaupun delapan konvensi inti ILO telah di ratifikasi,
bukan berarti bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik”. “Masih banyak

hambatan dalam pelaksanaannya antara lain disebabkan oleh peraturan yang
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belum cukup untuk mendorong pelaksanaannya ataupun ketentuan-ketentuan yang
ada mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pekerja rumah tangga,

pekerja pertanian, nelayan, dan pegawai negeri”. “Hal tersebut dibuktikan bahwa

Dnesia, semua
buruh migran,
tetapi men eberapa pik rti se 13 a8ih menganggap
pemerintah

buruh migran,

sehingga di lungan terhadap

buruh migr & g sering terjadi

overstay (Melewati batas waktu izin tinggal), seribu lebih kasus tindak pidana
perdagangan orang, dan 1700an kasus pembayaran gaji yang tidak terpenuhi”.
“Namun dalam hal ini penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,
didapati adanya beberapa konvensi dari ILO yang membahas mengenai
penyetaraan perlindungan hak pekerja®/ buruh “migran perempuan yang

tidak/belum di ratifikasi oleh Indonesia”. “Terdapat beberapa alasan mengapa
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suatu negara belum/tidak meratifikasi suatu konvensi hal ini bisa saja
mengindikasikan bahwa produk hukum dari ILO” yang “tidak diratifikasi oleh

Indonesia sebelumnya telah ada hukum nasional yang mengatur mengenai hal

ungsi, dengan

vensi tersebut

satu organisasi yang menarik di PBB”. “ILO bekerja melalui tiga badan yang
menyusun strukturnya yaitu Konferensi Buruh Internasional, Badan Pengatur, dan
Kantor Buruh Internasional”. “Dalam hal ini ILO selalu melibatkan pemerintah,
pengusaha, dan para pekerja dalam pembuatan berbagai standar pekerja dan

penyelesaian masalahmasalah pekerja”. “Ketiga badan tersebut bekerja pada ranah
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yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu menegakkan hak-hak

pekerja”.

“Sebagai bagian dari upaya ILO untuk memberikan perlindungan dan

seperti kongak
kehidupan, Daya mencapai
penyebaran igran sebagai
pekerja”. L elevisi nasional

dan radio dan

4
pekerja”/ buruh “migran o..
kasus penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang diatur didalam peraturan-peraturan tersebut”. “Penyimpangan
tersebut mulai dari kesetaraan gender, diskriminasi perempuan di tempat kerja dan
diskriminasi upah pekerja perempuan”. “Hal tersebut di dasarkan pada laporan

Komnas Perempuan yang mencatat kasus kekerasan seksual 90% dialami oleh

buruh perempuan”. “Dalam hal ini bukan hanya peran pemerintah yang
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dibutuhkan, karena berdasarkan fakta yang ada peraturan yang dibentuk oleh
pemerintah tidak ditaati sepenuhnya”. “Sehingga dibutuhkan kerjasama oleh

beberapa pihak untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut baik itu oleh ILO,

ran tersebut

di Indonesia

membanguriika it me i ne pun riset dan
penelitian”. ; i Uk mengirimkan laporan

pelaksanaan

1. ¢ : |aksan onvensi dan rekomendasi ILO

Obligation”;

2. “Konvensi dan rekomendasi ILO vyang dilaporkan pelaksanaannya
berdasarkan waktu tahunan, dua tahunan dan lima tahunan”;
3. “Pelaporan yang disampaikan kepada ILO di konsultasikan atau

dikomunikasikan terlebih dahulu kepada perwakilan Tripatrit Indonesia”.

“Perlindungan bagi pekerja migran dimanapun bekerja di seluruh dunia

merupakan suatu keniscayaan”. “Untuk itulah maka Internasional Labour
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Organisatian (ILO) sebagai sebuah lembaga buruh Internasional merasa perlu
untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di dunia, dimanapun

pekerja itu bekerja”. “Beberapa kebijakan aksi yang dilakukan oleh ILO atas

pekerja migran 1g ‘ in_deng ‘ R, _pendekatan terpadu
dalam “Q“‘ .’a ada pekerja
migran |

1) (13

2)

3) usi pemerintah

sejenisnya”

4)

5) mengatasi
B. Kebijaka Komi - spon Indonesia

(Provinsi

n serius dalam

melindungi dan “Pada tahun 2006
Pemerintah mengum kebijakan dan tindakan

administratif untuk memperkuat™g pekerja migran Indonesia”. “Salah
satu inisiatif kebijakan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006, yang
“bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia selama
proses migrasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri”.

“Di bawah Instruksi ini, Kementerian Luar Negeri memainkan peran

penting dalam melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di

luar negeri”. “Untuk memastikan bahwa perlindungan pekerja Indonesia di luar
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negeri adalah prioritas tinggi”, “Kementerian Luar Negeri telah melakukan kerja
sama yang berkelanjutan dengan ILO sejak 2006 untuk membangun kapasitas

Pejabat dan Atase Layanan Luar Negeri dari kementerian lain yang ditempatkan

bentuk kebijakan yang dilakukan BNPZTKI”, antara lain meliputi: >

a) “Melakukan peningkatan kualitas Calon dari pekerja migran”;
b) “Meningkatkan penempatan pekerja migran yang bekerja di sektor formal
dan mengurangi penempatan pada sektor informal” “(yang bekerja sebagai

pekerja rumah tangga)”’;

** JLO. “Ratifications for Indonesia. Normlex. Diakses pada 20 November 2019 melalui

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID
”:102938
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c) “Melakukan pembenahan sistem penempatan” “(Perekrutan calon tenaga
kerja Indonesia melalui bursa kerja luar negeri dan pemberian pelayanan
dalam satu atap, serta mengadakan pemeriksaan kesehatan dengan sistem

on-line dan finge

d) 1 ” “(Perjanjian Kerja
Ardh: \%E‘Q'@‘ .%

e) ° ap proses
f) Jrefifsecara illegal
) ujur dan pro-

i hak pekerja
h) at daftar hitam

jawabnya dan
i) gran Indonesia”

aan penempatan
ntuk lebih selektif

“Undang-Undang Ketenagakerjaan” Nomor “13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan”. “Sejumlah serikat pekerja tidak puas dengan bagian-bagian
tertentu dari undang-undang tersebut khususnya denga isu-isu jaminan untuk
dapat terus dipekerjakan dan prosedur pemogokan”. Sejak saat itu, “perubahan-
perubahan seringkali terjadi dalam iklim hubungan industrial di Indonesia dan

mengakibatkan meningkatnya konflik industrial yang berpotensi merugikan dunia
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usaha dan menghalau investasi”. “Mogok kerja seringkali disebut sebagai salah
satu masalah yang harus diselesaikan untuk memperbaiki iklim investasi di

Indonesia”.

“Misi Kag Jission) “pada tahun
1998 meminte ‘ ‘ Q\'ﬁ“‘ .Qé agkah untuk
i pur dalam
an oleh 2 isu
utama, yai N .- N de : l , “diperlukan
“Misi Kontak
Langsung ingenai Dialog
Sosial” “ta ambil langkah-
langkah untt

berbagai pihak

untuk menin industrial”.

merugikan berbagai pihak yaitu para pekerja dan perusahaan yang bersangkutan”.
“Aturan tersebut sudah jelas mengatur tentang pemberdayaan pekerja yang
optimal, pemerataan kesempatan kerja, dan pemberian perlindungan kepada
pekerja agar mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarganya”.
“Walaupun pemerintah Indonesia telah membuat regulasi mengenai

perlindungan buruh migran, tetapi masih banyak Lembaga Swadaya Masyarakat”

88



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

(LSM), aktivis, dan “organisasi buruh yang menuntut pemerintah Indonesia untuk
meratifikasi konvensi ILO lainnya”, contohnya “sejumlah organisasi masyarakat

sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja

” (KAPER enuntut pemerintah

0 igian - .‘
Indonesi UE““‘ .ea erja Layak

pekerjaan ah tangga dalam sus : apatkan upah atau
imbalan dal

Sela 3, “agar pekerja mig an : b t€flindungi, maka
menurut Hikma 3 Bl langkah fundamental

dan strategis 3 masti A aQ : giiterhadap pekerja

tingkat antar pemerintah aktifyde meregistrasi dan mendeteksi
keberadaan warga negara yang berada di negara tersebut”. Selanjutnya
“perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para pekerja migran
harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para
majikan yang melakukan penganiayaan”, “bahkan berujung pada kematian”.
“Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi

efek pencegah bagi para majikan lain”. “Adapun salah satu tujuan dari
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perlindungan bagi pekerja migran adalah supaya kejadian buruk dan tidak
manusiawi yang menimpa pekerja migran tidak terulang lagi baik di diri si

individu maupun pekerja migran lainnya”.

Selain

Provinsi

kerja, tran

=
s
QD
<
S
o
x
@
S
QD
o
QD

Gubernur
Din

mempunya

tenaga kerja

=3
3
@
S
-
X
o
<.
S
<23

dan tugas p

RSN AR NNNAES

Riau dalam 5 Tenaga Kerja,

R

Disnaker untuk

Diluar Negeri” menyatakan, “Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan
informasi”. “Sebagai calon TKI, tentu calon TKI tersebut ingin mendapatkan
segala informasi mengenai proses keberangkatan, perekrutan hingga sesampainya
di negara tujuan tempat calon TKI tersebut bekerja nanti”. “terkadang terjadi
ketidakpahaman mengenai proses awal perekrutan hingga keberangkatan ke

negara tujuan”.
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Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga
“Kerja Dinas Tenaga Kerja”, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau,

mengenai bagaimana proses penempatan dan perlindungan TKI atau Pekerja

paliknya, proses
dengan aman
ada para calon

emahami adat

institusi swasta. “Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa” dan
“kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait

tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen,

>! Wawancara dengan Bapak Abdul Rahim, SP, MMA selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, tanggal 19 Juli 2021,
Pukul. 10.00 WIB.
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profesionalisme maupun secara ekonomis”, “dapat menjamin hak-hak asasi warga
negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi”.

Lebih lanjut peneliti memberi pertanyaan kepada Kepala Bidang

| dan Kependudukan

‘ ‘ \‘!“‘ .0‘ i Riau yang

pekerja. Buruh tersebut sudah pasti mendapat perlindungan.

Berbicara mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam
hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris “Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau”, sejauh ini apa para Pekerja/

buruh migran mempunyai perlindungan hukum apabila dikemudian hari mereka

>? |bid

92



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

mendapatkan masalah di negara tempat mereka bekerja (Malaysia), Berikut hasil
wawancara, ia menjelaskan: *3

“Penanganan dan perlindungan terhadap para pekerja/ buruh di Provinsi

“langkah yz i tempuh me fnang KEIdh kesah pekerja
yang dikel 3 : ( : lengan , “anda berhak
untuk melap@rks ada atasan i sgftkat pekerja dan
lembaga ba

ang menangani

kasus-kasus pertimbangkan

meratifikasi konvensi ILO lainnya”, ohnya “sejumlah organisasi masyarakat
sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga dan Buruh Migran” (KAPPRT-BM) yang “menuntut pemerintah
Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tentang Kerja Layak

Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)”. “Konvensi tersebut menyatakan bahwa

> Wawancara dengan lbu Hj.Lili Suryani, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris “Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau”, tanggal 19 Juli 2021, Pukul. 11.30 WIB.
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pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilaksanakan di dalam” atau
“untuk satu atau beberapa rumah tangga atau berarti setiap orang yang terikat di

dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja dan mendapatkan

Malaysia”.

dengan me

a. “Pr

organisasi pengusaha dan pekerja, memiliki kapasitas yang lebih baik
untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan
social”. “Sesuai Rekomendasi ILO No. 202 yang diadopsi dalam sidang
Konferensi  Perburuhan Internasional (ILC) ke-101 tahun 2012.
Rekomendasi No. 202 ini menghasilkan penelitian dan dan peluncuran”

laporan berjudul ‘“Penilaian Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog
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Nasional”, yang merekomendasikan pendekatan “Layanan Satu Atap”
untuk meningkatkan penyuluhan layanan sosial dan ketenagakerjaan bagi

kelompok rentan dan kelompok yang belum terjangkau sebelumnya.

Bambang Yie erjanji a o et tetapi hingga
saat ini komve el : 0 ah Indonesia”.

“Konvensi :  mening ' ail para pekerja

(enam) lokasi FGD (anta R MIigran care, Institut Perempuan,
Serikat Perempuan, dan Yayasan Anak Bangsa) menilai revisi UU tersebut
sebagai kebutuhan untuk menutupi kelemahan mendasar yang ditemukan selama
ini”. “Menurut mereka”, Undang-Undang tersebut:>*

1. “Belum mampu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia

seperti pekerja migran bermasalah bahkan sebaliknya banyak peraturan yang

> “Sosio Konsepsia Vol. 5, No. 02, Januari - April, Tahun 2016, Pusat” “Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI”
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memberatkan pekerja migran”. “Buktinya, aksi kekerasan dan tindakan yang
merugikan pekerja migran terus terjadi dan penyelenggara jasa pengiriman dan

penempatan serta negera penerima sulit dikenakan sanksi”. “Masalah-masalah

igran yang <P dokumen legal, tetapi
\\\“‘ ."

baga yang
memberikan
rintah  sudah
igran terutama

n kasus-kasus

3. S INC but | - bu melindungi”.

4. etapir [0 mfasilta jadi ®€fflagangan orang,

dunia kerja yang baik bagi para pekerja”/ buruh “perempuan dengan meniadakan
dikriminasi dalam hal apapun terhadap pekerja perempuan untuk mendorong
pencapaian equality gender juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari
pekerja perempuan yang didasari dari kodratnya sebagai perempuan”.

Penanganan pekerja/ buruh migran bermasalah “yang dilakukan

pemerintah tidak hanya ditangani oleh satu instansi saja, tetapi menuntut
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koordinasi dan keterlibatan dari berbagai sektor terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya”. “Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah

Provinsi Riau untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para pekerja”/

bermasalah

pemerintah pusat bertanggung jawab untuk pemulangan dari titik debarkasi
sampai ke daerah provinsi”. “Sedangkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
hanya bertugas untuk melakukan pemulangan sesuai dengan kewenangannya”.
“Pemerintah Indonesia telah maksimal memperjuangkan hak para pekerja
dan buruh migran, tetapi permasalahan selalu terjadi dan tidak dapat dihindarkan”.

“Salah satu yang menjadi permasalahannya adalah implementasi aturan yang telah
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dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak dijalankan dengan baik di lapangan”. “Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya kasus buruh migran yang sampai sekarang

belum selesai”, “padahal pemerintah telah menyediakan jalur untuk

menyelesaikann R apa yang terjadi di

‘ ‘ ‘ “ \\‘\ .0# )akan aturan

E‘E

meningkat

hak mereka

LTSN bk z| S

%
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BAB IV
PENUTUP

A.”’KESIMPULAN”

1. Bah : ganiz upa organisasi”
igran. ILO

igran dengan

buruh migran Indonesia, dukung mitra nasional dan lokal
mencapai beberapa milestone salah satunya Komitmen Politik dan Perubahan
Kebijakan. Komitmen Politik ILO terhadap buruh/ pekerja migran Indonesia
bahwa perubahan Kebijakan berupaya mendorong Indonesia untuk
meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi ILO terkait perlindungan

buruh migran. Hal tersebut dibuktikan melalui beberapa agenda.
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B. “SARAN”
“Dari kesimpulan di atas ada beberapa hal yang dapat dikemukakan

sebagai saran”, yaitu sebagai berikut :

1. akan yang tepat dan

m“‘ .Q@ egulasi dan

melalui pengawasan dan perlindungan terhadap keselamatan para buruh/
pekerja migran di negara tempat kerjanya. “Dinas Sosial Provinsi Riau
dibawah Kementerian Sosial Rl bekerja sama dengan BP3TKI” harus

melakukan koordinasi yang baik “meliputi proses pemulangan, pelayanan

sosial dan psikososial di Rumah Penampungan”.
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